
 

 

 

P R A K A T A 

 

Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas 

menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945, dengan tugas pokok memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang 

diajukan kepadanya dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

  

Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian Peradilan yang bertugas untuk memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara orang Perorangan/Badan 

Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang dilaksanakan oleh Hakim yang 

khusus diangkat untuk itu. Dalam Peradilan itu dilakukan penilaian terhadap Keputusan Tata 

Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diajukan ke 

Peradilan Tata Usaha Negara. 

 

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, penyelenggaraan Peradilan dilaksanakan oleh 

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Peradilan tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara (khusus penyelesaian sengketa melalui Banding administratif) sebagai Peradilan 

tingkat Banding serta Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan Tertingginya. 

 

Dari Standard Operating Procedures ini diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas 

teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi pedoman 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan - hambatan untuk mencapai 

tujuan dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang dapat 

memperkokoh pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. 

 

Dalam rangka usaha berkelanjutan meningkatkan kemampuan aparat Pengadilan Tata 

Usaha Negara Banda Aeh, untuk mengemban dan melaksanakan tugas yang dibebankan oleh 

negara, dengan tugas pokok menyelenggarakan Peradilan guna penegakan hukum dan keadilan, 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dengan adanya Standard Operating Procedures , 

diharapkan dapat memberi dampak  sebagai berikut : 

1. Memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan atas pelayanan pengadilan ; 

2. Peningkatan disiplin aparat pengadilan dan kinerja pengadilan ; 

3. Memberikan kesan bahwa pengadilan adalah milik bersama ;       

4. Peningkatan kesejahteraan aparat pengadilan. 
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BAB I 

PELAKSANAAN TUGAS YUDISIAL 

 

A. K E T U A 

1.  Membuat penetapan dismissal berdasarkan pasal 62 ayat (1) ; 

2. Mengucapkan penetapan tersebut dalam rapat permusyawaratan (bukan dalam 

persidangan) ; 

3. Membuat penetapan tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan 

memutuskan dengan acara yang singkat pasal 62 ayat (4) ; Apabila diajukan gugatan 

dalam persidangan terhadap penetapan dismissal ; 

4. Membuat penetapan apabila gugatan perlawanan dikabulkan oleh majelis hakim yang 

akan memeriksa dan memutuskan perkara yang bersangkutan dengan acara biasa pasal 

62 ayat (5) ; 

5. Membuat penetapan tentang penolakan/mengabulkan permohonan pemeriksaan 

dengan acara cepat (pasal 98, 99) ; 

6. Membuat penetapan tentang perkara prodeo ; 

7. Menetapkan apakah permohonan penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara  

memeriksa gugatan dengan acara cepat dikabulkan atau tidak dalam waktu 14 hari 

sejak permohonan tersebut diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ; 

8. Memeriksa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara  yang 

disengketakan (shcorsing) ; 

9. Melakukan tugas yustisial persidangan ; 

10. Memberi izin bagi pihak yang diwakili berdasarkan surat kuasa insidentil berdasarkan 

peraturan yang berlaku ; 

11. Melaksanakan pemanggilan terhadap salah satu pihak dalam hal dia berkedudukan 

atau berada di luar negeri (vide pasal 66) ; 

12. Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis untuk memeriksa dan  

mengadili perkara ; 

13. Memberi izin kepada pihak - pihak untuk mempelajari surat - surat resmi lainnya yang 

bersangkutan dengan perkara tersebut di kepaniteraan dan membuat kutipan atau 

salinan (pasal 81 dan 82) ; 
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14. Memberikan izin dalam hal perkara sudah putus dan para pihak hendak menyusun 

memori banding atau kontra memori banding dan memori kasasi atau kontra memori 

kasasi  serta memori PK atau kontra memori PK ; 

15. Memberikan izin kepada para pihak dalam hal perkara masih dalam proses yaitu 

mempelajari berkas perkara untuk penyusunan kesimpulan ; 

16. Memberi perintah kepada panitera Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengirim 

salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada para 

pihak dengan surat tercatat (pasal 116 ayat (1)) ; 

17. Memerintahkan tergugat melaksanakan putusan berdasarkan permohonan penggugat  

dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 97 ayat (9) huruf b dan c dikabulkan dan bila 

dalam jangka waktu 3 bulan setelah dikeluarkan putusan pengadilan, tergugat tidak 

melaksanakan kewajibannya ; 

18. Memerintahkan juru sita melaksanakan upaya paksa terhadap tergugat yang tidak mau 

secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau 

tidak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha 

Negara (schorsing) ; 

19. Memberikan saran tentang besarnya uang kompensasi dalam suatu penetapan dengan 

pertimbangan - pertimbangannya, apabila hal tersebut tidak disepakati, maka ketua 

mengeluarkan penetapan yang disertai pertimbangan cukup menentukan jumlah uang 

atau kompensasi lain yang dimaksud  (pasal 117 ayat (4)) ; 

20. Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum 

tetap (pasal 119) ; 

21. Mengawasi pelaksanaan court calendar dan mengumumkannya pada pertemuan 

berkala para hakim ; 

22. Meneliti court calendar dan membina hakim agar memutus perkara yang diserahkan 

kepadanya paling lama 6 bulan ; 

23. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan hakim dan 

panitera pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara 

periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ; 

24. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang – undang untuk membawa keluar dari 

ruang kepaniteraan yang meliputi : daftar, catatan risalah, berita acara serta berkas 

perkara (Pasal 141) ; 
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25. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan ; 

26. Mengadakan dan memimpin rapat pegawai, rapat antar pejabat struktural serta rapat 

hakim ; 

27. Mengadakan diskusi hukum bersama para hakim dan pegawai yang terkait ; 

28. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ; 

29. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh pegawai ; 

30. Melakukan pembinaan terhadap calon hakim ; 

31. Membuat penilaian SKP terhadap wakil ketua, hakim, pansek serta calon hakim ; 

32. Mengatur dan menyeimbangkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ; 

33. Melaporkan laporan tahunan kegiatan, akuntabilitas kinerja Pengadilan Tata Usaha 

Negara Banda Aceh melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ke 

Mahkamah Agung ; 

34. Menandatangani buku - buku jurnal dan register. 

 

B. W A K I L   K E T U A 

1. Apabila ketua berhalangan melaksanakan tugas ketua ; 

2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya ; 

3. Mengkoordinir pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang ; 

4. Melakukan tugas yudisial persidangan ; 

5. Merumuskan program kerja dan kegiatan lainnya ; 

6. Melaksanakan tugas Baperjakat ; 

7. Melakukan pembinaan terhadap calon hakim ; 

8. Mengawasi pelaksanaan penegakan disiplin kerja. 

 

C. H A K I M – H A K I M 

1. Melakukan tugas yudisial persidangan ; 

2. Bertanggung jawab atas pembuatan berita acara persidangan dan menandatanganinya 

sebelum sidang berikutnya ; 

3. Meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan 

(Pasal 63 ayat (2b)) ; 

4. Menyatakan dengan memutus, gugatan penggugat tidak dapat diterima apabila dalam 

tenggang 30 hari sesuai dengan yang dinasehatkan penggugat belum juga 

menyempurnakan gugatan. Terhadap hal ini dapat diajukan gugatan baru (Pasal 63 

ayat (3) dan (4)) ; 
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5. Dalam pemeriksaan persiapan, dapat dilakukan pemeriksaan setempat, dalam hal 

tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan dan atau tidak menanggapi gugatan 

tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil 

dengan patut. Ketua majelis dengan surat penetapan meminta atasan tergugat agar 

memerintahkan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan, dan apabila setelah lewat 

2 bulan permintaan tersebut tidak ditanggapi, pemeriksaan dilaksanakan tanpa 

hadirnya tergugat (Pasal 72) ;  

6. Dalam hal dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, ketua majelis dapat 

memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha 

Negara atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan 

keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa dan selanjutnya dapat 

memerintahkan supaya surat tersebut diperlihatkan dalam persidangan, sebagaimana 

disebut dalam pasal 85 ; 

7. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah ; 

8. Menyiapkan putusan lengkap (net konsep) pada waktu ucapan ; 

9. Menyiapkan dan membubuhkan paraf pada naskah putusan lengkap untuk ucapan ; 

10. Melakukan minutering perkara dan membuat court calendar persidangan ; 

11. Melaporkan kegiatan persidangan ; 

12. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua (hakim pengawas bidang dan lain - 

lain) ; 

13. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung ; 

14. Melakukan pembinaan terhadap calon hakim, mengikuti diskusi permasalahan hukum 

dan administrasi perkantoran ; 

15. Ikut serta merumuskan kebijakan program kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Banda Aceh dan kegiatan lainnya ; 

16. Menjadi quality controller dalam pengelolaan website dan pengembangan teknologi 

informasi ; 

17. Melaksanakan tugas lain dari ketua. 
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D. PANITERA  

1. Bertanggung - jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta buku 

daftar, biaya perkara, surat - surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan ; 

2. Menyelenggarakan administrasi perkara ; 

3. Mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti ; 

4. Membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan ; 

5. Meneliti dan melegalisir bukti – bukti ; 

6. Membuat salinan putusan pengadilan ; 

7. Membuat akta - akta : 

a. Permohonan banding ; 

b. Pemberitahuan adanya permohonan banding ; 

c. Penyampaian salinan memori/kontra memori banding ; 

d. Pemberitahuan putusan banding ; 

e. Permohonan kasasi ; 

f. Pemberitahuan adanya permohonan kasasi ; 

g. Penerimaan memori kasasi ; 

h. Penyampaian salinan memori kasasi ; 

i. Penerimaan kontra memori kasasi ; 

j. Penyampaian kontra memori kasasi ; 

k. Pemberitahuan putusan kasasi ; 

l. Permohonan peninjauan kembali ; 

m. Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali ; 

n. Penerimaan / penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali ; 

o. Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali  kepada pemohon peninjauan 

kembali ; 

p. Pemberitahuan bunyi putusan peninjauan kembali  kepada termohon peninjauan 

kembali ; 

q. Melegalisir surat - surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan. 

8. Pemungutan biaya - biaya pengadilan (PNBP) dan menyetorkannya ke kas Negara ; 

9. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan 

kembali ; 

10. Melakukan penelitian administratif mengenai segi - segi formal yang pokok - pokok 

terhadap berkas perkara yang masuk (Pasal 56 jo SEMA No. 2 Th. 1991) ; 
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11. Mendahulukan pemeriksaan perkara dan segera menyerahkan kepada Ketua. 

 apabila ada permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara 

yang digugat,  

 apabila ada permohonan  pemeriksaan dengan acara cepat atau apabila ada 

permohonan pemeriksaan acara cuma - cuma ( prodeo ) ; 

12. Menyelenggarakan biaya adminitrasi perkara ; 

13. Membuat akta penolakan dalam hal tidak ada kemungkinan upaya hukum terhadap 

perlawanan (pasal 62 ayat (6), juga terhadap putusan niet ont vankelijke (N.O.) karena 

tidak memenuhi pasal 63 ayat (3)) ; 

14. Sebagai pengadilan tingkat pertama bisa merumuskan gugatan atas petunjuk ketua 

pengadilan ; 

15. Turut serta merumuskan kebijakan pogram kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Banda Aceh  dan kegiatan lainnya 

E. WAKIL PANITERA   

1. Apabila panitera berhalangan melaksanakan tugas panitera ; 

2. Membantu panitera di dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin kepaniteraan 

pengadilan ; 

3. Mengkoordinir pelaksanaan tugas di bidang kepaniteraan meliputi panitera muda 

perkara, panitera muda hukum dan juru sita pengganti ; 

4. Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan ; 

5. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya ; 

6. Meneliti dan melegalisir bukti – bukti serta mengkoordinir permohonan eksekusi ; 

7. Mempersiapkan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewisjde) ; 

8. Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi 

pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku 

register perkara, membuat laporan periodik dan lain – lain ; 

9. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku 

panitera pengganti ; 

10. Membantu panitera untuk melakukan penelitian administratif terhadap surat gugatan 

(SEMA No. 2 Tahun 1991) ; 

11. Turut serta merumuskan kebijakan program kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Banda Aceh  dan kegiatan lainnya ; 

12. Melakukan perintah atasan. 
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BAB  II  

STANDARD OPERATING PROCEDURES  

BIDANG KEPANITERAAN 

 

A. KEPANITERAAN MUDA PERKARA 

1. Melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan 

berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan 

masalah perkara Tata Usaha Negara ; 

2. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan ; 

3. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat 

tentang isinya ; 

4. Melakukan administrasi penasehat hukum ; 

5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan 

kembali ; 

6. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada panitera muda hukum ; 

7. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku 

panitera pengganti ; 

8. Mencatat jadwal sidang sesuai laporan dari panitera/ panitera pengganti ; 

9. Mencatat gugatan yang diterima melalui pos jika belum ada biaya dicatat di register 

bantu ; 

10. Menerima penundaan sidang dan melaporkan ke bagian informasi/penerangan jadwal 

persidangan ; 

11. Mencatat perkara yang lewat / untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang ; 

12. Mengkoordinir tugas - tugas staf dalam tugas pelaksanaan administrasi permohonan 

perkara tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali ; 

13. Turut serta merumuskan kebijakan program kerja di Pengadilan Tata  Usaha Negara 

Banda Aceh dan kegiatan lainnya. 

 

a) Pelaksanaan kegiatan tugas pada meja pertama : 

1. Menerima dan mencatat gugatan dalam buku daftar gugatan ………… 

2. Menerima dan mencatat gugatan perlawanan …………………………. 

3. Mencatat, meleges dan mengarsipkan surat kuasa ……………………. 

4. Memberi nomor register pendaftaran pada gugatan / gugatan 

perlawanan …………………………………………………………….. 

1 hari 

1 hari 

1 hari 

1 hari 

 



11 

 

5. Membuat resume gugatan dalam formulir untuk proses dismissal ……. 

6. Menyiapkan formulir penetapan majelis hakim, penetapan 

pemeriksaan persiapan/hari sidang dalam satu berkas yang akan 

diserahkan kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh 

melalui panitera untuk proses dismissal …………………… 

7. Menyerahkan berkas perkara kepada majelis hakim yang ditunjuk 

untuk memeriksanya ………………………………………………… 

8. Menyerahkan surat - surat masuk yang ada hubungannya dengan 

perkara kepada majelis hakim yang berperkara ………………………..  

9. Menyiapkan surat - surat masuk ke dalam file yang telah disediakan … 

10. Menyimpan setiap gugatan/gugatan perlawanan yang masuk ke dalam 

suatu file yang telah disediakan ……………………………………….. 

11. Membuat laporan keuangan perkara pada setiap bulannya ……………         

12. Membuat laporan keuangan tutup buku setiap akhir tahun …………… 

13. Mencatat kegiatan penerimaan/pengeluaran keuangan perkara dalam 

buku induk keuangan perkara …………………………………………. 

1 hari 

2 hari 

 

 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

1 hari 

 

2 hari 

2 hari 

1 hari 

 

b. Pelaksanaan tugas kegiatan pada meja kedua : 

1. Membuat akte permohonan banding …………………………………... 

2. Mencatat dalam register induk ………………………………………… 

3. Memberi dan mencatat nomor urut perkara banding secara berurutan 

dalam buku register perkara banding ………………………………….. 

4. Mengisi buku register perkara banding secara tertib, cermat dan 

lengkap ………………………………………………………………… 

5. Membuat dan menyerahkan surat pemberitahuan pernyataan banding 

kepada para pihak ……………………………………………………... 

6. Menerima dan membuat tanda terima memori banding / kontra 

memori banding ……………………………………………………….. 

7. Membuat dan menyerahkan surat pemberitahuan dan penyerahan 

memori banding/kontra memori banding ……………………………... 

8. Membuat dan menyerahkan surat pemberitahuan untuk melihat dan 

membaca berkas perkara banding sebelum dikirim inzage …………… 

 

  

1 hari 

1 hari 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 
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9. Menyiapkan berkas banding yang akan dikirimkan ke Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Medan berupa bundel A dan B …………… 

10. Menyiapkan surat pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Medan ……………………………………………. 

11. Menyiapkan kuintansi pengiriman biaya perkara banding ……………. 

12. Memberitahukan kepada para pihak bahwa berkas sudah dikirim ke 

tingkat banding ………………………………………………………... 

13. Membungkus dengan kertas sampul berkas yang akan dikirim ……….    

14. Menyerahkan berkas yang akan dikirimkan ke Bagian Umum untuk 

diteruskan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan 

surat tercatat …………………………………………………………… 

15. Mencatat putusan banding pada buku register induk perkara …………. 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

1 hari 

 

1 hari 

1 hari 

 

 

1 hari 

 

c. Pelaksanaan tugas kegiatan pada meja ketiga : 

1. Membuat akte permohonan kasasi setelah panjar biaya kasasi diterima 

oleh pemegang kas …………………………………………………….. 

2. Menyiapkan/melaksanakan pengiriman salinan putusan 14 hari ……...  

3. Membuat surat pemberitahuan tentang isi putusan Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Medan kepada para pihak ………………………… 

4. Mengirimkan relas pemberitahuan isi putusan kepada para pihak ke 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ………………………...  

5. Membuat dan mencatat dalam buku daftar perkara kasasi secara 

berurutan dalam buku register kasasi ………………………………….. 

6. Mengisi  buku  register perkara kasasi secara tertib, cermat dan 

lengkap  ………………………………………………………………... 

7. Membuat dan menyerahkan surat pemberitahuan tentang pernyataan 

kasasi kepada pihak lawan ……………………………………………..  

8. Membuat surat keterangan, tanggal penerimaan kasasi/kontra memori 

kasasi yang ditandatangani oleh panitera ………………………………  

9. Membuat surat pemberitahuan kepada para pihak tentang adanya 

penerimaan memori kasasi/kontra memori kasasi. ……………………. 

 

 

 

1 hari 

 

2 hari 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 
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10. Menyiapkan berkas kasasi berupa bundel A dan B, serta mengirimkan 

berkas kasasi ke Mahkamah Agung ……………………………………  

11. Mengirimkan biaya kasasi melalui Bank BRI, foto copy bukti biaya 

pengiriman Kasasi dilampirkan dalam berkas tersebut ………………..  

12. Menyiapkan surat pengantar pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah 

Agung …………………………………………………………………. 

13. Memberitahukan kepada para pihak berkas perkara kasasi sudah 

dikirim ke Mahkamah Agung …………………………………………. 

14. Memberitahukan kepada para pihak bahwa perkara kasasi telah 

diputus melalui surat tercatat ………………………………………….. 

15. Mengirim ke Mahkamah Agung foto copy relas pemberitahuan 

putusan Mahkamah Agung tersebut …………………………………...           

16. Membuat akte permohonan peninjauan kembali setelah pihak 

pemohon membayar biaya peninjauan kembali kepada pemegang kas ..  

17. Memberi dan mencatat nomor urut permohonan peninjauan kembali 

secara berurutan, dalam buku register peninjauan kembali …………… 

18. Mengisi buku register peninjauan kembali secara tertib dan lengkap …  

19. Membuat pemberitahuan kepada pihak lawan tentang adanya 

permohonan peninjauan kembali ………………………………………  

20. Membuat tanda terima memori peninjauan kembali yang 

ditandatangani oleh panitera …………………………………………... 

21. Menyiapkan berkas perkara peninjauan kembali berupa bundel A dan 

B untuk dikirim ke Mahkamah Agung ………………………………...  

22. Mengirim biaya perkara peninjauan kembali melalui Bank BRI foto 

copy pengiriman dilampirkan dalam berkas peninjauan kembali 

tersebut …………………………………………………………………  

23. Membungkus perkara peninjauan kembali yang sudah lengkap 

diserahkan ke bagian umum untuk diteruskan ke Mahkamah Agung … 

24. Membuat pemberitahuan tentang isi putusan peninjauan kembali 

apabila perkara peninjauan kembali telah diputus Mahkamah Agung ... 

25. Mengirimkan foto copy relas pemberitahuan putusan peninjauan 

kembali ke Mahkamah Agung ………………………………………… 

26. Mengirimkan salinan putusan kepada para pihak sesuai pasal 51 A 

ayat (2) ………………………………………………………………… 

30 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

 

1 hari 
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B. KEPANITERAAN MUDA HUKUM 

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data ; 

2. Menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara ; 

3. Menyimpan arsip berkas perkara serta mencatat dan menata perkara incracht serta 

tugas - tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang – undangan ; 

4. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku 

panitera pengganti ; 

5. Turut serta merumuskan kebijakan program kerja di pengadilan Tata Usaha Negara 

Banda Aceh dan kegiatan lainnya ; 

6. Membuat laporan bulanan ; 

7. Membuat laporan kegiatan hakim dan laporan kegiatan panitera ; 

8. Menerima, mencatat dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar ; 

9. Membuat laporan kwartal ; 

10. Membuat laporan tahunan ; 

11. Membuat statistik perkara ; 

12. Melayani mahasiswa untuk kepentingan penelitian ilmiah ; 

13. Memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan ; 

 

Pelaksanaan tugas kegiatan 

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data …………………………….. 

2. Menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara ………………….. 

3. Menyimpan arsip berkas perkara serta mencatat dan menata perkara 

incracht serta tugas - tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan 

perundang – undangan ……………………………………………………… 

4. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang 

pengadilan selaku panitera pengganti ……………………………………… 

5. Turut serta merumuskan kebijakan program kerja di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Banda Aceh  dan kegiatan lainnya ..................................... 

6. Membuat laporan bulanan …………………………………………………..  

7. Membuat laporan kegiatan hakim dan laporan kegiatan panitera ………….. 

 

 

8. Menerima, mencatat dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar ……..  

9. Membuat laporan kwartal ………………………………………………….. 

2 hari 

1 hari 

1 hari 

 

 

1 hari 

 

2 hari 

 

2 hari 

1 hari 

 

 

1 hari 

1 hari 
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10. Membuat laporan tahunan ………………………………………………….. 

11. Membuat statistik perkara …………………………………………………..  

12. Melayani mahasiswa untuk kepentingan penelitian ilmiah ………………… 

13. Memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan ……………… 

5 hari 

2 hari 

2 hari 

1 hari 

 

B. PANITERA PENGGANTI 

1. Membantu Majelis Hakim dalam hal : 

a. Membuat penetapan hari pemeriksaan persiapan dan hari sidang ……… 

b. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang 

berikutnya ……………………………………………………………...... 

c. Mengetik putusan ……………………………………………………….. 

2. Melaporkan kepada panitera muda perkara untuk dicatat dalam register 

perkara : 

a. Penundaan hari - hari sidang …………………………………………...  

b. Perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya ………………… 

c. Menyerahkan salinan putusan kepada panitera muda perkara untuk 

dikirim kepada para pihak sesuai pasal 51A ayat (2) …………………. 

3. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda perkara bila telah  

selesai diminutasi ……………………………………………………………. 

 

1 hari 

1 hari 

 

7 hari 

 

 

1 hari 

1 hari 

1 hari 

 

1 hari 

 

C. JURU SITA PENGGANTI 

1. Mengadministrasikan surat - surat panggilan/pemberitahuan pengadilan …... 

2. Mengadminisitrasikan dan melaksanakan pengiriman salinan penetapan dan 

/atau salinan putusan pengadilan …………………………………………….. 

3. Mengadministrasikan dan melaksanakan pengiriman berkas perkara 

banding, kasasi dan peninjauan kembali …………………………………….. 

4. Mengadministrasikan dan atas peritah ketua Pengadilan melaksanakan upaya 

paksa terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau tidak mau 

melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan putusan Tata Usaha 

Negara ……………………………………………………………………….. 

5. Membuat berita acara pelaksanaan upaya paksa yang salinan resminya 

diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan ……………………….. 

 

1 hari 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

 

 

 

1 hari 
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6. Mengadministrasikan dan atas perintah panitera melaksanakan pengumuman 

pejabat yang tidak mau bersedia secara sukarela melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ……………………………. 

7. Mengirimkan surat - surat yang berhubungan dengan perkara melalui kantor 

pos dengan surat tercatat, termasuk salinan putusan ………………………… 

8. Membantu tugas - tugas panmud perkara …………………………………… 

1 hari 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 
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D. DIAGRAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA 

1. PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  

BANDA ACEH 

 

 SUB KEPANITERAAN PERKARA 

PANMUD PERKARA 

 Membuat resume berkas 

perkara/gugatan 

 Menyerahkan kepada 
panitera 

 
 
 

 
 
 

2 hari 

MEJA 2 

 Mencatat pada register 
induk 

 Member nomor gugatan 

yang didaftarkan 

 Menyerahkan berkas 
perkara kepada panmud 
perkara 

 
 
 

Hari itu juga 

MEJA I 

 Menerima berkas gugatan 

 Menerima panjar biaya 

perkara 

 Berkas dikoreksi panmud 
perkara atas 

kelengkapannya. 

 Berkas dinyatakan lengkap, 
diserahkan kepada 
penggugat bersama SKUM 

panjar biaya perkara 
1 hari 

 
 
 

 
 

Berkas gugatan  

dari penggugat 
/kuasanya 

 

 
 
 

Daftar 

gugatan 

PANITERA 
 

 Menerima berkas yang 
sudah diresume dari 

panmud perkara 

 Menyerahkan kepada ketua 
 

 
 
 

 
1 hari 

KETUA 
 

 Menerima berkas perkara 
dari panitera 

 Proses dismissal/lolos 

 Penunjukan majelis hakim 

 Menyerahkan berkas 
kepada panitera 

 

 
 

3 hari 

PANMUD PERKARA 
MEJA I 

 Mencatat penunjukan 
majelis hakim dan panitera 

pengganti pada kolom 
register induk 

 Menyerahkan berkas 

kepada majelis hakim 
 
 

 
1 hari 

PANITERA 
 

 Menerima berkas dari ketua 

 Proses dismissal/lolos 

 Menunjuk panitera 
pengganti 

 Menyerahkan berkas 
perkara kepada panmud 

perkara 
 
 

Hari itu juga 

KETUA MAJELIS 
 

 

 Menentukan 
hari sidang 

 Memerintahkan 
panitera 
pengganti 
membuat surat 

panggilan 

 Menyerahkan 
berkas kepada 

panitera 
pengganti 

 

 
 

7 hari 

Ps. 64 

MAJELIS HAKIM 

PEMERIKSAAN 
PERSIAPAN 

 

 Mengarahkan 
penggugat 
untuk 

menyempurna 
kan gugatannya 

 Memastikan 
objek gugatan 
kepada 
tergugat 

 Gugatan layak 
dipersidangkan 

 

 
 

30 hari 

Ps. 63 

ACARA SINGKAT 

 

 Perlawanan 
atas 

penetapan 
dismissal 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Ps. 62 ayat (4) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SIDANG TERBUKA 

ACARA BIASA 
 

 Jawab – 
menjawab 

 Bukti / saksi 

 Pemeriksaan 

setempat 

 Kesimpulan 

 Musyawarah 
majelis 

 Putusan  
 
 

 
 

3 bulan 

Ps. 68 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ACARA CEPAT 
 

 Jawab  -
menjawab 

 Bukti / saksi 

 Putusan  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

14 hari 
Ps. 98 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

PENGIRIMAN 

PUTUSAN 
 

 Dipersiapkan 

oleh panitera 
pengganti 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Selambat – 

lambatnya 14 hari 
kerja 

Ps. 51 A ayat (2) 

MINUTASI 
 

 

 Pemberitahuan 
putusan 

 Menyerahkan 
berkas (berita 
acara dan 

putusan) 
kepada 
kepaniteraan 

perkara 
 
 

 
 

 

30 hari 
Ps. 109 
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2. PROSES PENGAJUAN BANDING DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 

BANDA ACEH (MEJA II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROSES PENGAJUAN KASASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 

BANDA ACEH (MEJA III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROSES PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TATA 

USAHA NEGARA BANDA ACEH (MEJA 3) 

 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  

 

 

 

 

 

 
Pernyataan / pendaftaran 

banding 14 hari setelah 

putusan 
 

Membayar panjar biaya 

banding 
 

1 hari 

 
 

Berkas dikirim ke 

Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara Medan 

 

 
 

60 hari 

 
 
 

Inzagee 
 

 

 
 

30 hari 

 
 
 

Kontra memori banding 
(tidak wajib) 

 

 
 

15 hari 

 
 
 

Memori banding 
(tidak wajib) 

 

 
 

15 hari 

 

Pernyataan / pendaftaran 
kasasi 

 

 14 Hari setelah 
pemberitahuan putusan 

banding diterima 

 
Membayar panjar biaya 

kasasi 

 

 

 
 
 

Berkas dikirim ke 
Mahkamah Agung Republik 

Indonesia 

 
 

 

 

 
 
 

 
Tidak ada Inzage untuk 
upaya hukum kasasi  

 
 
 

 

 

 
 
 

 
Kontra memori kasasi 

(wajib) 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
Memori kasasi 

(wajib) 

 
 
 

 

14 hari 

 
 

 
Pernyataan / pendaftaran 
peninjauan kembali setelah 

diketemukan novum atau 
bukti baru 

 

Membayar panjar biaya 
peninjauan kembali 

 

 
 

 
 
 

Berkas dikirim ke 
Mahkamah Agung Republik 

Indonesia 

 
 

 

 
 

 
 
 

Tidak ada Inzage untuk 
upaya hukum peninjauan 

kembali  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Kontra memori peninjauan 
kembali 
(wajib) 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Memori peninjauan 
kembali 
(wajib) 

 
 
 

 
30 hari 
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5. PROSES EKSEKUSI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. TAHAPAN PENDAFTARAN PERKARA / GUGATAN 

Tahapan pendaftaran perkara adalah sebagai berikut : 

 Petugas pada Meja Pertama/Loket Pertama bertanggung jawab untuk menerima 

Gugatan dan Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal. 

 Dokumen yang perlu di sertakan sekurang - kurangnya adalah : 

- Surat Gugatan atau Surat Perlawanan ; 

- Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya (bila Penggugat 

menugaskan kepada Kuasa Hukumnya). 

 Petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan dengan menggunakan Daftar 

Periksa (cek list) dan meneruskan berkas kepada Panitera Muda Perkara. 

 Panitera Muda Perkara mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan 

melampirkan Daftar Periksa (cek list) kepada Pemohon/Penggugat atau Kuasa 

Hukumnya supaya  melengkapi kekurangannya.  

 Panjar Biaya Perkara yang telah ditetapkan dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa 

Untuk Membayar), dengan ketentuan sbb : 

- Harus mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para Pihak ; 

- Biaya Periksa lebih dari 5 orang Saksi ditanggung oleh Pihak yang meminta ; 

- Biaya Perkara wajib ditambah dalam Biaya Perkara hal Panjar Biaya Perkara 

sudah tidak mencukupi.  

 Pada berkas perkara yang telah lengkap, dibuatkan SKUM rangkap. 

 

 

 
 

 
 

Pengajuan permohonan 

eksekusi dari pihak yang 
menang 

 

 
Setelah lewat 90 hari kerja 
pengiriman putusan yang 

berkekuatan hokum tetap 
Ps. 116 ayat (3) 

 
 

 
 
 

Disampaikan kepada 
Lembaga Perwakilan 

Rakyat untuk menjalankan 

fungsi pengawasan 
 
 

 
Ps. 116 ayat (6) 

 

 
 

 
 

Disampaikan kepada 

Presiden untuk 
memerintahkan pejabat 

dimaksud untuk 

melaksanakan putusan 
 
 

 
Ps. 116 ayat (6) 

 

 
 

 
 
 

Diumumkan pada media 
cetak setempat 

 

 
 
 

 
Ps. 116 ayat (5) 

 

 
 

 
 
 

Dikenakan uang paksa/ 
sanksi administrasi 

 

 
 
 

 
Ps. 116 ayat (4) 
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 Berkas perkara yang telah dilengkapi dengan SKUM diserahkan kepada Penggugat 

atau Kuasa Hukumnya agar membayar sejumlah uang panjar yang tercantum dalam 

SKUM  kepada kasir Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. 

 Kasir menandatangani dan membubuhkan stempel lunas pada SKUM setelah 

menerima pembayaran, serta mencatat ke dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara. 

 Dalam hal Gugatan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang diterima malalui 

pos, maka harus diperhatikan : 

- Tenggang waktu pembayaran Panjar Biaya Perkara paling lambat 6 bulan 

terhitung sejak tanggal dikirimkannya Surat Pemberitahuan tentang 

Pembayaran Panjar Biaya Perkara kepada Penggugat ; 

- Setelah Panjar Biaya Perkara diterima, Surat Gugatan yang telah dilengkapi 

SKUM diserahkan kepada kasir untuk dicatat dalam Buku Jurnal yang 

bersangkutan ; 

- Petugas pada Meja Kedua/Loket Kedua mencatatnya dalam Register Induk 

Perkara dan Register Perkara Gugatan ; 

- Gugatan Penggugat tidak akan didaftar apabila setelah lewat 6 bulan sejak 

dikirimkan surat pemberitahuan tentang pembayaran Panjar Biaya Perkara 

kepada Penggugat, ternyata Panjar Biaya Perkara belum diterima di 

kepaniteraan. 

 Dalam hal tempat tinggal Penggugat jauh dari pengadilan Tata Usaha Negara yang 

berwenang memeriksa perkaranya, maka pembayaran Panjar Perkara dapat dilakukan 

dengan dua cara : 

- Dibayarkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri 

Terdekat, selanjutnya oleh Pengadilan yang bersangkutan dikirimkan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang tersebut. Ongkos kirim 

ditanggung penggugat di luar Panjar Biaya Perkara ; 

- Dikirimkan langsung ke pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang 

memeriksa perkaranya. 

- Dibayarkan langsung melalui rekening Bank khusus atas nama Pengadilan 

Tata Usaha Negara. 
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F. PROSEDUR PENGEMBALIAN SISA BIAYA PANJAR PERKARA 

Tahapan atau prosedur pengembalian sisa biaya panjar perkara adalah sebagai berikut : 

1. Setelah Majelis Hakim/Hakim membacakan Putusan dalam sidang yang terbuka 

untuk umum, Panitera/Panitera Pengganti memberitahukan Sisa Panjar Biaya Perkara 

kepada Penggugat. 

2. Penggugat selanjutnya menghadap kepada Pemegang Kas untuk menanyakan 

perincian penggunaan Panjar Biaya Perkara yang telah ia bayarkan, dengan 

memberikan informasi Nomor Perkaranya.  

3. Pemegang Kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan 

mengenai rincian penggunaan Biaya Perkara kepada Penggugat serta membuat 

kuitansi pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.  

Catatan : 

Pemegang Kas membuatkan  kuitansi pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara 

dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam Buku Jurnal dan 

diserahkan kepada Penggugat untuk ditanda tangani.  

 Kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga) lembar : 

 Lembar pertama untuk Pemegang Kas. 

 Lembar kedua untuk Penggugat  

 Lembar ketiga untuk dimasukkan ke dalam berkas 

4. Penggugat setelah menerima kuitansi pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan 

menandatanganinya, kemudian menyerahkan kembali kuitansi tersebut kepada 

Pemegang Kas.  

5. Pemegang Kas menyerahkan uang, sejumlah yang tertera dalam kuitansi tersebut 

beserta tindasan pertama kuitansi kepada pihak Penggugat.   

Catatan :  

- Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil 

sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh Panitera melalui surat akan diberitahukan 

adanya sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil.  

- Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa bilamana Penggugat tidak 

mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara 

tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan 

dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdata), yang 

selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara. 
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BAB  III 

STANDARD OPERATING PROCEDURES  

BIDANG KESEKRETARIATAN 

 

A. SEKRETARIS 

1. Menyelenggarakan, melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan, meliputi bidang 

administrasi kepegawaian, keuangan dan umum ; 

2. Membuat laporan bulanan, semester I dan semester II serta laporan tahunan setelah 

membuat program kerja ; 

3. Melakukan pengawasan langsung/melekat terhadap administrasi bidang kepegawaian, 

keuangan dan umum ; 

4. Membuat Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ; 

5. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk tahun 

anggaran 2016 ; 

6. Menyusun dan mempersiapkan program kerja tahun anggaran 2015 dan Rencana 

Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) tahun 2016 ; 

7. Turut serta merumuskan kebijakan program kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Banda Aceh dan kegiatan lainnya ; 

8. Pengelola website. 

 

B. WAKIL SEKRETARIS 

1. Membantu sekretaris didalam melaksanakan tugasnya di bidang kesekretariatan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ;  

2. Membantu sekretaris menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga 

(RKA-KL) untuk  tahun anggaran 2016 ;  

3. Membantu sekretaris melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa yang bersifat 

kontraktual sesuai dengan DIPA setiap tahunnya.  

4. Melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab kegiatan/ pejabat pembuat komitmen 

dalam setiap tahun anggaran ; 

5. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan meliputi sub bagian umum, kepegawaian 

dan keuangan ; 

6. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan meliputi sub bagian 

umum, kepegawaian dan keuangan ; 
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7. Turut serta merumuskan kebijakan program kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Banda Aceh dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan ; 

8. Melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa yang bersifat kontraktual sesuai dengan 

DIPA Tahun Anggaran 2015 ; 

9. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas tugas protokoler. 

 

C. SUB BAGIAN UMUM           

1. Menyusun rencana kerja sub bagian umum ; 

2. Menerima dan mendistribusikan barang inventaris ; 

3. Melaksanakan laporan bulanan ;  

4. Melaksanakan  laporan semester I dan semester 2 barang inventaris ;  

5. Menyelesaikan laporan tahunan barang inventaris ;  

6. Menandatangani SKP staf  sub bagian umum ; 

7. Mengontrol pemeliharaan kendaraan/servis total setiap hari ; 

8. Turut serta merumuskan kebijakan program kerja dan kegiatan lainnya ; 

9. Melakukan pembinaan terhadap staf sub bagian umum ; 

10. Bertanggung jawab dan melaksanakan perintah atasan ; 

11. Melaksanakan administrasi, perlengkapan/pengadaan barang dan perencanaan ;  

12. Pelaksana pendataan Daftar Inventaris Barang (DIB) dan Daftar Barang Ruangan 

(DBR) ;  

13. Mengelola/mencatat barang - barang ATK, ART dan obat – obatan (persediaan) ;  

14. Membuat/mengetik laporan mutasi barang semester I dan semester 2 ;  

15. Menyelesaikan laporan mutasi barang tahunan barang inventaris ; 

16. Membuat nomor kode dan menempel setiap barang inventaris ; 

17. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan ; 

18. Mendokumentasikan data - data ke dalam komputerisasi ; 

19. Melaksanakan kebersihan ruang umum ;  

20. Melaksanakan tata persuratan dan agenda surat masuk/surat keluar ;  

21. Menyampaikan surat - surat masuk kepada ketua/pimpinan dan mendistribusikan 

sesuai dengan disposisi ; 

22. Mengarsipkan surat - surat masuk maupun surat keluar ;  

23. Mengeposkan surat – surat ; 

24. Mengelola barang - barang inventaris dan penghapusannya  

25. Melaksanakan persiapan upacara dan pelatikan/pengambilan sumpah jabatan ; 
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26. Membuat laporan bulanan sub bagian umum ; 

27. Menyimpan/mengakses data base sub bagian umum ; 

28. Menyiapkan/merapikan perlengkapan rapat ; 

29. Menyusun keperluan jenis barang ATK ; 

30. Melaksanakan pengelolaan website ; 

31. Bertanggung jawab atas kerapian dan kebersihan ruangan  

32. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas kerapihan dan kebersihan kantor, sarana 

dan prasarana ; 

33. Membantu panitia pengadaan barang/jasa (lelang umum) ; 

34. Melaksanakan dan menjaga pengamanan kantor dan jalannya persidangan. 

 

Pelaksanaan Urusan Protokoler 

1. Pengambilan sumpah jabatan struktural, fungsional dan CPNS ; 

2. Penempatan tempat duduk pada acara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, 

mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan 

Keprotokolan Mengenai Tata Tempat Upacara dan Tata Penghormatan ; 

3. Tahapan Kegiatan Protokol : 

Dalam melaksanakan tugas keprotokolan, petugas protokol menyiapkan sebagai 

berikut :  

 Menyiapkan Surat Keputusan 

 Rapat koordinasi dengan Unit/ Instansi terkait 

 Menyiapkan rohaniawan 

 Menyiapkan naskah - naskah 

 Menyiapkan dan mengedarkan undangan 

 Menyiapkan saksi - saksi 

4. Menyiapkan atribut yang diperlukan ; 

5. Menyiapkan tempat upacara ; 

6. Menyiapkan upacara wisuda purnabakti, upacara untuk melepaskan Ketua Pengadilan  

yang telah memasuki masa pensiun oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan 

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Ketua Pengadilan ; 

7. Upacara bendera memperingati hari - hari besar nasional mengikuti ketentuan daerah ; 

9. Upacara Pisah Sambut, untuk melepaskan seorang hakim yang telah habis masa 

jabatannya, baik karena pensiun maupun karena pindah tugas dan menyambut seorang 

pejabat baru yang menggantikan pejabat lama. 

Bagian 

Kepegawaian 
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D. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN  

1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh administrasi yang berkaitan dengan 

kepegawaian ; 

2. Menyiapkan pengusulan pengangkatan Calon Pegawai Negari Sipil (CPNS) menjadi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Cakim menjadi Hakim ;  

3. Menyiapkan pengusulan kenaikan pangkat, promosi dan mutasi jabatan ; 

4. Menyiapkan pengusulan  pegawai  yang mengikuti ujian dinas serta penyesuaian 

ijazah ; 

5. Membuat kenaikan gaji berkala ; 

6. Menyiapkan pengusulan pegawai yang akan memasuki masa pensiun ;  

7. Menyiapkan dan menyelenggarakan sumpah PNS ;  

8. Membuat dan menyiapkan pelantikan pegawai, panitera pengganti, juru sita pengganti 

dan hakim ; 

9. Menyiapkan SKP bagi staf sub bagian kepegawaian ;  

10. Mengadministrasikan surat masuk dan keluar sub bagian kepegawaian ; 

11. Turut serta merumuskan kebijakan program kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Banda Aceh  dan kegiatan lainnya ; 

12. Membuat laporan absensi sebagai pendukung berkas remunerasi dan pembayaran uang 

makan ;  

13. Mengelola absensi ; 

14. Membuat SK cuti pegawai ; 

15. Membuat SK hukuman disiplin ;  

16. Menyusun arsip kepegawaian ;  

17. Menata/mengumpulkan peraturan - peraturan di bidang kepegawaian ; 

18. Membuat bezetting dan Daftar Urut Kepangkatan ;  

19. Membuat usulan KARIS (Kartu Istri) dan KARSU (Kartu Suami) pegawai, KARPEG, 

ASKES, dan TASPEN ;  

20. Membuat surat - surat keterangan yang berhubungan dengan kepegawaian ;  

21. Pengusulan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim ;   

22. Mengusulkan pegawai untuk memperoleh penghargaan Satya Lencana ;         

23. Membuat Surat Keputusan Panitera Pengganti Lokal bagi Calon Hakim ;      

24. Membuat Surat Keputusan Mutasi Intern Pegawai di lingkungan Pengadilan Tata 

Usaha Negara Banda Aceh ;  

25. Membuat Daftar Hadir Absensi tenaga honorer dan mengarsipkan ;           
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26. Mengirimkan berkas kenaikan pangkat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Medan ;  

27. Membuat Usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai ; 

28. Membuat pengusulan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Latihan Prajabatan 

dan mengirimkannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ; 

29. Membuat Surat Pengujian Kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon 

Hakim ; 

30. Membuat Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas bagi hakim, pejabat 

fungsional dan struktural serta pegawai ;  

31. Membuat Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas dan Telah Menduduki Jabatan 

bagi hakim dan pegawai yang baru melaksanakan tugas ; 

32. Membuat Surat Untuk Melaksanakan Tugas bagi hakim dan pegawai yang mutasi dan 

mengirimkan berkas Kepegawaian yang bersangkutan ; 

33. Memasukan data - data kepegawaian ke dalam data base Kepegawaian secara online di 

Internet ; 

34. Membuat Surat Keputusan Hakim Pengawas Bidang, Surat Keputusan Humas dan 

Surat Keputusan Satuan Pengawas Internal (SPI) ; 

35. Membuat Surat Keputusan tenaga honorer. 

 

E. SUB BAGIAN KEUANGAN  

Kasubbag Keuangan : 

1. Menyusun Rencana Kerja sub bagian keuangan ; 

2. Membantu wakil sekretaris menyusun RKA – KL ;  

3. Mengajukan revisi apabila ada dana pada DIPA yang perlu direvisi ; 

4. Membuat jadwal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ; 

5. Pemberian nilai SKP staf sub bagian keuangan ; 

6. Melakukan pembinaan kepada staf sub bagian keuangan ; 

7. Melaporkan pelaksanaan penggunaan DIPA secara bulanan kepada Hakim Pengawas 

Bidang Keuangan ;  

8. Membantu Hakim Pengawas Bidang Keuangan ketika ada pemeriksaan keuangan ;  

9. Turut serta merumuskan kebijakan program kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Banda Aceh dan kegiatan lainnya ; 

10. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan. 
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Bendahara Penerima : 

1. Menyetor PNBP ke Bank Persepsi/ Bank yang ditunjuk ; 

2. Membukukan PNBP ke dalam Buku Kas Umum.  

3. Membuat laporan bulanan PNBP ; 

4. Membuat Laporan Berita Acara Pemeriksaan Kas (Triwulan) dan membukukan ke 

Buku Kas PNBP ; 

5. Meminta laporan sewa rumah dinas dari Pembuat Daftar Gaji ;  

6. Membantu tugas - tugas kepala sub bagian keuangan ; 

7. Melaksanakan perintah atasan ; 

8. Membuat laporan ke Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ; 

9. Membuat laporan pengembalian panjar biaya perkara. 

 

Pembuat Daftar Gaji : 

1. Membuat daftar gaji susulan dan rapel gaji ; 

2. Membuat usulan uang makan pegawai ;  

3. Membuat SKPP untuk pegawai yang pindah ; 

4. Mengajukan persekot gaji/memindahkan persekot gaji ; 

5. Menerapkan aplikasi keuangan melalui komputer, data - data dan hasil pelatihan/ 

sosialisasi keuangan ; 

6. Mengerjakan/ menyelesaikan rincian lembur ; 

7. Membantu tugas - tugas kepala sub bagian keuangan. 

 

Bendahara Pengeluaran : 

1. Mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) ; 

2. Mengajukan SPP Penggantian Uang Persediaan (SPM – GU) ; 

3. Mengajukan SPP – LS ;  

4. Membukukan penerimaan dan pengeluaran gaji/rutin anggaran DIPA ke buku kas 

umum ; 

5. Membuat laporan realisasi bulanan/rekonsiliasi (LRA) ke KPPN Banda Aceh ; 

6. Membuat laporan berita acara pemeriksaan kas (Triwulan) dan membukukan ke buku 

kas umum ; 

7. Mengajukan SPP uang lembur ; 

8. Membuat transaksi harian belanja barang dalam buku khusus ; 

9. Membantu tugas - tugas kepala sub bagian keuangan ; 
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10. Melaksanakan koordinasi dengan petugas khusus belanja barang (sub bagian umum) 

secara rutin ; 

11. Membuat laporan pajak ; 

12. Membukukan ke buku kas bantu anggaran Per MAK (Mata Anggaran Kegiatan) ; 

13. Menyelesaikan dan mengarsipkan surat masuk / surat keluar ; 

14. Membantu Pembuat Daftar Gaji mengerjakan gaji ; 

15. Menerima dan memeriksa laporan pengadaan barang dari sub bagian umum ; 

16. Mengerjakan menyelesaikan surat - surat / lembur untuk tanda tangan. 

 

F. PROSES PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM 

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan 

secara sistematis kegiatan - kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan 

tertentu. Perkataan Sasaran/Tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan 

erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis 

besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh unit 

organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai berikut : 

a. Tahap Persiapan Rencana : 

 Mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah ; 

 Merumuskan altematif kebijaksanaan ; 

 Menetapkan kebijaksanaan. 

b. Tahap Penjabaran kebijaksanaan kedalam sasaran dan anggaran : 

 Mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan kedalam sasaran dan anggaran ; 

 Memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran ; 

 Menetapkan sasaran dan anggaran (bahan nota keuangan) merupakan rancangan 

Satuan 2, 2A, 3 dan 3A ; 

 Menjabarkan satuan 2 ke dalam rancangan satuan 3 dan 3A ; 

 Menetapkan rancana kegiatan, sasaran dan anggaran (alokasi APBN) ; 

 Menetapkan satuan 3 dan 3A sebagai dasar penyusunan RKA-KL dan DIPA ; 

c. Tahap Penyusunan DIPA dan Penetapan Penanggung Jawab Kegiatan. 
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G. MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RKKL) SATUAN KERJA 

Tahapannya adalah sebagai berikut : 

a. Tahap Persiapan Rencana 

 Pada bulan Januari semua unit kerja substansi di lingkungan Mahkamah Agung 

RI, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, melakukan 

identifikasi, analisa dan penyusunan laporan, hasil monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan rencana dan program kerja dengan membandingkan kegiatan dan 

mempertimbangkan realisasi kegiatan tahun sebelumnya untuk rencana tahun 

yang akan datang. 

 Mendasarkan pada Surat Edaran MA dalam  menyusun usulan program dan 

kegiatan tahunan yang akan disampaikan ke Mahkamah Agung sebagai dasar 

penetapan kebijakan tahunan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan 

Program Tahunan Mahkamah Agung RI. 

 Pada bulan Februari berdasarkan Surat Edaran tersebut, semua unit kerja 

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh  sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya, menyusun usulan program dan kegiatan tahunan dan menyampaikan ke 

Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan tembusan ke Biro Perencanaan dan 

Organisasi serta ke Biro Keuangan. 

 Pada bulan Maret Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI menghimpun semua 

usulan kegiatan masing-masing unit kerja substansi di lingkungan Mahkamah 

Agung RI dan badan badan Peradilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dari 

empat lingkungan peradilan kedalam Program Mahkamah Agung RI. 

 Usulan kegiatan dari unit kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, 

dilengkapi dengan daftar calon penanggung jawab kegiatan, harus sudah 

diserahkan ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI pada awal 

bulan Maret. 

  

b. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran 

 Pada awal bulan Maret unit kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh 

sebagai penanggung jawab kegiatan menetapkan penjabaran sasaran dan anggaran 

disusun menjadi Usulan Kegiatan sebagai bahan masukan untuk penyusunan 

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RRKL) Mahkamah Agung RI. 

 Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI berdasarkan usulan kegiatan masing-

masing unit kerja menuangkan ke dalam matrik Rencana Kerja 
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Kementerian/Lembaga (RRKL) Mahkamah Agung RI yang berisi rincian 

Program Lembaga (Formulir 1.1), dan rincian Program, Kegiatan, Sasaran dan 

Rencana Anggaran per-unit organisasi (Formulir 1.2) serta satuan IA yang berisi 

ringkasan anggaran belanja menurut Kementerian/Lembaga dan jenis belanja, 

Satuan 1B yang berisi ringkasan anggaran belanja menurut Kementerian/Lembaga 

dan fungsi, satuan 2A yang berisi ringkasan anggaran belanja menurut unit 

organisasi, fungsi, sub fungsi dan program, satuan 2B yang berisi ringkasan 

anggaran belanja menurut Fungsi, Sub fungsi, Program dan Unit Organisasi serta 

satuan 3A ringkasan anggaran belanja menurut Kegiatan dan Jenis Belanja. 

 Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RRKL) Mahkamah Agung RI 

disampaikan ke Departemen  Keuangan dan BAPPENAS pada pertengahan bulan 

Maret sebagai bahan masukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

 Pada akhir bulan Mei dan awal Juni dilakukan penyusunan Bahan Nota Keuangan 

dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Mahkamah 

Agung RI yang kemudian disampaikan kepada Departemen Keuangan RI sebagai 

bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 

 Pada bulan Mei dan Juni dilakukan konsultasi perencanaan dengan BAPPENAS . 

Berdasarkan hasil konsultasi tersebut diadakan kaji ulang terhadap Usulan 

Kegiatan yang diajukan Mahkamah Agung RI. 

 Pada bulan Juli berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Panitia Anggaran 

DPR-RI  ditetapkan pagu sementara anggaran untuk Mahkamah Agung RI yang 

disampaikan secara formal oleh Departemen Keuangan Cq. Ditjen Anggaran dan 

Perimbangan Keuangan sebagai rancangan APBN Mahkamah Agung RI, 

kemudian berdasarkan pagu sementara tersebut ditentukan prioritas ke dalam 

Satuan 2, rancangan Satuan 3 dan 3A yang kemudian ditetapkan oleh Sekretaris 

Mahkamah Agung RI sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKAKL) Mahkamah Agung RI. 

 Selambat-lambatnya pada akhir bulan September Pimpinan unit kerja substansi 

(dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh) secara pasti harus 

sudah menyampaikan usul calon Penanggung Jawab Kegiatan dan Bendaharawan 

Kegiatan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI. 
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c. Tahap Penyusunan RKA-KL dan DIPA  

i. Penyusunan RKA-KL. 

 Melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan 

penyusunan RKA-KL dengan masing masing unit kerja dan masing-masing 

satuan kerja di pusat maupun di daerah. 

 Pada bulan Juli berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan oleh 

Pemerintah dan DPR RI tersebut disusunlah Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Mahkamah Agung RI, 

berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL) Mahkamah 

Agung RI serta usulan masing masing unit kerja dan usulan Rencana Kerja 

dan Anggaran dari masing-masing unit pelaksana teknis di pusat maupun di 

daerah (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh) yang 

disampaikan ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI 

melalui koordinator satuan kerja di daerah (dalam hal ini Pengadilan Tinggi 

Agama Banda Aceh) masing-masing. 

 Menyampaikan RKA-KL yang telah disusun berdasarkan pagu sementara 

kepada Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen 

Keuangan serta DPR-RI. 

 Melakukan pembahasan RKA-KL berdasarkan pagu sementara antara 

Mahkamah Agung RI dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan 

Keuangan Departemen Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama. 

 Pada bulan September penetapan pagu tetap Anggaran dan Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) untuk Mahkamah Agung RI oleh Direktorat 

Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI 

berdasarkan hasil kesepakatan Rapat Kerja DPR RI dan Pemerintah. 

 Melakukan penyusunan kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan pagu 

tetap yang diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan Rancangan Anggaran 

dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah. 

 Menyampaikan RKA-KL yang telah disesuaikan berdasarkan pagu tetap 

kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan 

Departemen Keuangan RI. 
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 Melakukan pembahasan RKA-KL antara Mahkamah Agung RI dengan 

Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen 

Keuangan RI untuk dibahas dan ditelaah bersama-sama. 

 Melakukan perbaikan RKA-KL yang telah dibahas dan ditelaah tersebut 

sebagai dasar penyusunan DIPA. 

  

ii. Penyusunan DIPA. 

 Berdasarkan RKA-KL tersebut kemudian disusun konsep Surat Rincian 

Alokasi Anggaran  (SRAA) untuk penetapan pagu bagi satuan kerja di 

daerah, serta penyusunan konsep DIPA bagi seluruh satuan kerja di pusat 

maupun di daerah. 

 Mengirimkan SRAA dan konsep DIPA kepada Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Departemen Keuangan RI untuk dibahas dan ditelaah. 

 Melakukan pembahasan dan penelaahan SRAA dan DIPA antara 

Mahkamah Agung RI dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Departemen Keuangan RI. 

 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI menetapkan 

SRAA dan menerbitkan surat pengesahan DIPA untuk: Mahkamah Agung 

RI. 

 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI mengirimkan 

SRAA kepada Kanwil Perbendaharaan di daerah, dan mengirimkan DIPA 

yang telah disahkan kepada Mahkamah Agung RI. 

  

iii. Prosedur Pengajuan Revisi DIPA bagi PTUN Banda Aceh 

 Usul Perubahan/pergeseran/revisi DIPA diajukan oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI Up. Biro Perencanaan 

dan Organisasi dengan tembusan Biro Keuangan, untuk mendapatkan 

persetujuan. 

 Setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI, usul 

perubahan/pergeseran/revisi DIPA oleh Kuasa Pengguna Anggaran daerah 

disampaikan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk mendapat penilaian 

dan persetujuan, tembusan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI. 
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 Apabila perubahan/pergeseran/revisi DIPA sudah mendapat persetujuan 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan, maka penyesuaian DIPA dibuat dan ditanda 

tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 

 DIPA yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh Kakanwil Ditjen 

Perbendaharaan selanjutnya disampaikan kepada Kuasa Pengguna 

Anggaran. 

 Sebelum Revisi DIPA mendapat persetujuan Ditjen Perbendaharaan/Kanwil 

Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan, Penanggung Jawab Kegiatan 

tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan. 

 Perubahan/pergeseran/revisi DIPA tidak boleh melebihi plafond anggaran 

yang telah ditetapkan. 
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BAB  IV 

STANDARD OPERATING PROCEDURES  

P E N G A W A S A N 

 

Memperhatikan ketentuan yang berlaku, selain pengawasan yang berpuncak pada 

pimpinan, maka telah ditunjuk kembali para hakim untuk melakukan tugas pengawasan terhadap 

bagian - bagian, baik di lingkungan kepaniteraan atau pun kesekretariatan, dengan dikoordinir 

pengawasan para hakim tersebut oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, 

serta pengawasan melekat oleh pejabat struktural. 

Pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku baik berupa 

peraturan perundang - undangan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Surat Edaran 

Mahkamah Agung, Keputusan Menteri Kehakiman RI dan sebagainya antara lain : 

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. KMA/006/SK/II/94 dan juklak tentang Tata 

Cara Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan ; 

2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1994 No. MA/Kumdil/207/VIII/K/ 

1994 ; 

3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 1993 tanggal 11 Mei 1993 tentang 

Pembinaan Personil dan Kepemimpinan Pengadilan ; 

4. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 tanggal 1 

Agustus 1994 yang menginstruksikan penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan 

Hakim Tinggi Pengawas Bidang (di Pengadilan tingkat Banding) dan penunjukan Hakim 

Pengawas Bidang (di Pengadilan tingkat pertama) ; 

5. Pengawasan Kesekretariatan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 

M.08.UM.06.05 Th. 1984 tentang Pokok - pokok Pembinaan Administrasi Departemen 

Kehakiman ; 

6. Keputusan Ketua MARI No : KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan Tgl. 24 Agustus 2006. 
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PENGAWASAN MELEKAT      

1. Ruang Lingkup Pengawasan 

a. Meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi dan 

finansial pengadilan ; 

b. Sasaran Pengawasan : Aparat Pengadilan. 

2. Bentuk Pengawasan 

a. Pengawasan langsung : dengan cara pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus ; 

b. Pengawasan tidak langsung : dengan cara melakukan penilaian atas laporan tertulis, 

laporan lisan, dan pemberitaan media massa. 

3. Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara  

a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup administrasi 

persidangan dan administrasi perkara ; 

b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang meliputi administrasi 

kepegawaian, keuangan, inventaris barang dan administrasi umum ; 

c. Pengawasan terhadap perilaku aparat pengadilan ; 

d. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja pengadilan 

dan kualitas pelayan publik. 

 

A. Pengawasan di Bidang Teknis dan Administrasi 

I. Pengawasan yang dilakukan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap : 

1. Yang didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ; 

a. Pelaksanaan tugas selaku koordinator pengawasan di Pengadilan Tata Usaha 

Negara ; 

b. Memantau pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan 

Tata Usaha Negara ; 

c. Pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku dan 

pelaksanaan tugas hakim - hakim, kepaniteraan dan pegawai di Pengadilan 

Tata Usaha Negara. 

2. Hakim dan Hakim Pengawas Bidang : 

a. Tenggang waktu penyelesaian perkara ; 

- Penyelesaian/ minutasi perkara 

- Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat 

- Penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6 tahun 1992 

- Penyelesaian perkara sesuai dengan SOP 
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b. Memantau dan mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap laporan keadaan 

perkara dari panitera muda Perkara ; 

c. Menerima laporan hakim pengawas bidang. 

3. Panitera/Sekretaris 

a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP ; 

b. Mengevaluasi  proses penyelesaian administrasi perkara dan administrasi 

umum ; 

c. Memantau pelaksanaan program kerja, pelaksanaan dan laporan pertanggung 

jawaban DIPA ; 

d. Memantau pengelolaan dan administrasi keuangan perkara. 

 

II. Pengawasan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara : 

a. Memantau pelaksanaan tugas - tugas hakim, panitera/sekretaris dan jajarannya pada 

Pengadilan Tata Usaha Negara ; 

b. Memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi perkara ; 

c. Memantau tingkah laku aparat pengadilan; 

d. Melaksanakan penanganan pengaduan di Pengadilan berdasarkan SK KMA No. 

076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 ; 

e. Memantau pengelolaan administrasi pengawasan. 

 

III. Pengawasan oleh Panitera/ Sekretaris terhadap: 

1. Wakil Panitera 

a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP ; 

b. Memantau pelaksanaan tugas - tugas dalam penyelesaian perkara ; 

c. Memantau penyelesaian administrasi perkara dan laporan berkala ; 

d. Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap panitera muda, panitera 

pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti ; 

e. Memantau pengelolaan administrasi biaya perkara dan pelaporan keuangan 

perkara setiap bulannya. 

2. Wakil Sekretaris 

a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP ; 

b. Memantau pelaksanaan DIPA ; 

c. Mengawasi pelaksanaan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen ; 

d. Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala sub bagian ; 
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e. Memantau pelaksanaan tugas di bidang kebersihan, keamanan dan ketertiban 

kantor; 

 

IV. Pengawasan oleh Wakil Panitera terhadap Kepaniteraan Perkara, Hukum, Panitera 

Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti : 

1. Pelaksanaan tugas - tugas para panitera muda di kepaniteraan sesuai dengan pola 

BINDALMIN dan SOP ; 

2. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh panitera muda perkara 

dan panitera muda hukum terhadap kinerja staf ; 

3. Penelaahan dan penelitian berkas perkara oleh panitera muda; 

4. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh panitera muda ; 

5. Pelaksanaan tugas panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti. 

 

V. Pengawasan oleh Wakil Sekretaris terhadap Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan 

Kepegawaian : 

1. Pelaksanaan tugas - tugas di kesekretariatan sesuai dengan pola BINDALMIN dan 

SOP ; 

2. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh kepala sub bagian umum 

kepala sub bagian keuangan dan kepala sub bagian kepegawaian terhadap kinerja 

staf ; 

3. Pembuatan pelaporan keuangan dan barang milik negara (BMN) ke Mahkamah 

Agung RI dan instansi terkait (KPKNL dan KPPN) ; 

4. Penggunaan barang inventaris dan pengelolaan administrasinya ; 

5. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para kepala sub 

bagian ; 

6. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor. 

 

VI. Pengawasan oleh Para Panitera Muda terhadap Staf : 

1. Panitera Muda Perkara 

a. Pelaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali serta 

eksekusi ; 

b. Pelaksanaan jurnal perkara ; 

c. Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada 

Majelis ; 
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d. Pelaksanaan pemberkasan perkara ; 

e. Mempersiapkan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi/Mahkamah 

Agung RI ; 

f. Penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk 

diarsipkan ; 

g. Pelaksanaan administrasi keuangan perkara ; 

h. Penyerahan penerimaan bukan pajak (PNBP) kepada bendahara penerima ; 

i. Pembuatan konsep - konsep laporan perkara dan biaya perkara. 

 

2. Panitera Muda hukum 

a. Pembuatan konsep - konsep laporan perkara ; 

b. Pengiriman laporan - laporan seiap awal bulan ke Pengadilan Tinggi dan 

Mahkamah Agung RI ; 

c. Pembuatan statistik perkara ; 

d. Penyusunanan dan pemeliharaan arsip perkara ; 

e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP. 

 

VII. Pengawasan oleh para Kepala Sub Bagian terhadap Staf : 

1. Sub Bagian Umum 

a. Pelaksanaan penatausahaan barang milik negara (BMN) ; 

b. Pencatatan barang persediaan ; 

c. Pencatatan permintaan barang persediaan ; 

d. Pelaksanaan inventarisasi barang milik negara (BMN) ; 

e. Penghapusan barang milik negara (BMN) ; 

f. Mengelola agenda surat masuk dan surat keluar ; 

g. Pengiriman surat - surat keluar ; 

h. Pengelolaan dan penatausahaan buku - buku perpustakaan ; 

i. Pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor ; 

j. Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor ; 

k. Mengatur pekerjaan petugas kebersihan, petugas keamanan kantor, dan 

petugas piket harian ; 

l. Pelaksanaan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 

Agung RI ; 

m. Menjaga ketertiban di lingkungan kantor dan pelayanan untuk persidangan ; 
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n. Pembuatan konsep - konsep laporan ; 

o. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP. 

 

2. Sub Bagian Kepegawaian : 

a. Pelaksanaan tugas pengelolaan surat - surat masuk ; 

b. Pelaksanaan tugas pengelolaan file - file kepegawaian ; 

c. Pelaksaan administrasi kenaikan pangkat, usulan jabatan, usulan PNS, mutasi, 

cuti, pembuatan DP3, kenaikan gaji berkala, pensiun, usulan Satya Lencana, 

pendidikan/ pelatihan/ bimbingan teknis, hukum disiplin, pembuatan konsep - 

konsep surat keputusan, surat tugas, dan lain – lain ; 

d. Menyelenggarakan dan merekapitulasi daftar hadir hakim dan pegawai ; 

e. Mempersiapkan administrasi dan pelaksanaan pengambilan sumpah, 

pelantikan dan serah terima jabatan serta prosesi purnabakti hakim dan 

pegawai ; 

f. Pembuatan konsep - konsep laporan ; 

g. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP. 

 

3. Sub Bagian Keuangan : 

a. Pelaksanaan pembuatan konsep penuyusunan RKAKL ; 

b. Pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran ; 

c. Pelaksanaan penyetoran pajak ; 

d. Pelaksanaan penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ; 

e. Pembuatan konsep - konsep pelaporan pelaksanaan anggaran ; 

f. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP. 

 

B. Pembuatan Kontrak Kerja Agar Pengawasan Berjalan Efektif dan Efesien 

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan, perlu dibuat kontrak 

kinerja apabila terjadi hal - hal yang tidak sesuai dengan SOP antara lain : 

1. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ; 

2. Hakim dengan Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ; 

3. Panitera/ Sekretaris dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ; 

4. Wakil Panitera/ Wakil Sekretaris dengan Panitera/ Sekretaris ; 

5. Panitera Muda Perkara dan Hukum dengan Wakil Panitera ; 

6. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dengan Wakil Sekretaris ; 



40 

 

7. Panitera Pengganti dan Jurusita dengan Panitera/ Sekretaris ; 

8. Staff Kepaniteraan Perkara dan Hukum dengan Panitera Muda Perkara dan Hukum ; 

9. Staff Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dengan Kepala Sub Bagiannya. 

 

C. Sanksi   

Terhadap pelanggaran kontrak kinerja dapat dijatuhkan sanksi berupa : 

1. Majelis Hakim yang banyak tunggakan perkara, pembagian perkara untuk bulan 

berikutnya dikurangi dan berpengaruh terhadap penilaian SKP ; 

2. Panitera Pengganti yang tidak tepat waktu dalam penyelesaian minutasi dikurangi 

pembagian perkaranya dan berpengaruh terhadap penilaian SKP serta dapat diusulkan 

untuk pemberhentian dari jabatannya sebagai Panitera Pengganti ; 

3. Jurusita/Jurusita Pengganti yang tidak tepat waktu dalam penyelesaian tugasnya 

berpengaruh terhadap penilaian SKP serta dapat diusulkan untuk pemberhentian dari 

jabatannya sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti ; 

4. Pegawai/ Staf yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diperintahkan oleh 

atasannya langsung berpengaruh terhadap penilaian SKP serta dapat diusulkan 

penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan pemberhentian 

tunjangan remunerasi ; 

5. Hukuman disiplin lainnya sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang ketentuan Penegakan 

Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan 

Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada DI 

Bawahnya, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, serta peraturan Pemerintah 

Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
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BAB  V 

STANDARD OPERATING PROCEDURES  

PELAYANAN PENCARI KEADILAN 

 

C. BIDANG YUDISIAL 

Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua sengketa Tata Usaha Negara 

yang masuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berpedoman kepada Undang 

- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Peraturan 

Perundang - undangan lain yang berkenaan, Buku I, Simplemen Buku I dan Buku II, 

SEMA, PERMA dan lain sebagainya. 

1. Meneruskan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Medan ; 

2. Menerima dan menyelesaikan permohonan banding, mulai dari pendaftaran sampai 

pengiriman ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ; 

3. Menerima dan menyelesaikan permohonan kasasi dan peninjauan kembali mulai 

pendaftaran sampai pengiriman ke Mahkamah Agung RI ; 

4. Menyampaikan/ mengirimkan putusan PTUN, putusan banding PTTUN Medan, 

putusan kasasi dan putusan peninjauan kembali, berdasarkan tata cara yang diatur oleh 

ketentuan yang berlaku ; 

5. Mengawasi pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap 

berdasarkan ketentuan yang berlaku ; 

6. Memberi informasi tentang jalannya perkara melalui website, yang meliputi jadwal 

sidang sampai acara penundaan. 

 

D. PELAYANAN PUBLIK 

1. Aktifitas lain bekerja sama dengan penegak hukum lain, pemerintah daerah, perguruan 

tinggi, ormas, orsos dalam rangka optimalisasi pemahaman masyarakat terhadap 

eksistensi dan fungsi Peratun ; 

2. Memberikan informasi pengadilan tentang perkara, pengawasan, organisasi, 

administrasi, kepegawaian dan keuangan serta lain - lainnya berdasarkan peraturan 

perundang - undangan yang berlaku ; 

3. Menyediakan sarana informasi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh  

melalui website dengan home page : www.ptun-bandaaceh.go.id ; 

 

http://www.ptun-bandaaceh.go.id/
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4. Menangani pengaduan dari masyarakat melalui bagian meja informasi ; 

5. Memberikan pelayanan informasi peradilan/kehumasan. 

 

E. PELAYANAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN 

1. Keluar masuk halaman kantor melalui 2 (dua)  gerbang ; 

2. Mengisi buku tamu dan lapor pada petugas serta meninggalkan identitas ; 

3. Petugas piket mencatat identitas dan memberikan tanda pengenal tamu ; 

4. Koordinasi dengan pihak keamanan terkait (Polri dan TNI) ; 

5. Satuan pengaman dalam (SATPAM) 24 jam sebanyak 1 (satu) personil ; 

6. Sarana dan prasarana (kelengkapan) ruang sidang yang cukup memadai ; 

7. Halaman  bersih dan indah ; 

8. Ruang parkir  ; 

9. Ruang tunggu yang nyaman ; 

10. Tersedianya tempat ibadah/ Mushola. 
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BAB  VI 

P E N U T U P 

 

Dalam rangka usaha berkelanjutan meningkatkan kemampuan aparat Pengadilan Tata 

Usaha Negara Banda Aceh, untuk mengemban dan melaksanakan tugas yang dibebankan oleh 

negara, dengan tugas pokok menyelenggarakan Peradilan guna penegakan hukum dan keadilan, 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dengan adanya Standard Operating Procedures , 

diharapkan dapat memberi dampak  sebagai berikut : 

 

1.   Memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan atas pelayanan pengadilan ; 

2. Peningkatan disiplin aparat pengadilan dan kinerja pengadilan ; 

3. Memberikan kesan bahwa pengadilan adalah milik bersama ;       

4. Peningkatan kesejahteraan aparat pengadilan. 

 

Demikian Standard Operating Procedures Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh 

dibuat dengan harapan tujuan pelaksanaan yang diharapkan dapat tercapai.  

 


